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Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 2
menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang
dibentuk dengan qanun ini, serta melaksanakan syariat Islam dalam wilayah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di dalam Peraturan Gubernur No.10 tahun
2005 tentang tata cara pelaksanaan hukuman cambuk menyebutkan bahwa segala
tindak pidana jinayah dapat dihukum dengan hukuman cambuk, yang
dilaksanakan ditempat umum, dalam kenyataanya ada hukuman cambuk yang
telah diputuskan oleh Mahkamah Syarâ€™iyah yang tidak dapat dilaksanakan.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan
pelaksanaaan putusan hukuman cambuk, dan upanya yang dapat dilakukan agar
hukuman cambuk dapat dilaksanakan.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan
penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan
mempelajari buku-buku, peraturan peraturan yang berkaitan dengan pembahasan
ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan
mewawancarai responden dan informan. Semua data yang telah terkumpul diolah
dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif kemudian apa bila diperlukan
juga menggunakan pendekatan kuantitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab
hambatan eksekusi hukuman cambuk tidak dapat dilaksanakan karena kondisi
terdakwa dalam keadaan sakit berdasarkan keterangan dokter, jaksa tidak dapat
menghadirkan terdakwa ( melarikan diri), qanun acara jinayah belum mengatur
masalah penahanan, terbatasnya biaya atau fasilitas dalam proses pelaksanaan
eksekusi hukuman cambuk tersebut, Sedangkan upaya yang dilakukan agar
hukuman cambuk dapat dilakukan berupa Pemulihan atau pengobatan terhadap
terdakwa yang sakit, penjemputan dan pengawasan terhadap terdakwa dua hari
sebelum eksekusi hukan cambuk dilaksanakan, merevisi kembali qanun acara
jinayah, anggaran pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tidak hanya perpatokan
pada anggaran pendapatan daerah saja.
Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar memasukkan masalah
pelaksanaan hukuman cambuk secara terperinci dalam revisi Qanun Jinayah,
diharapkan agar anggaran pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tersebut tidak
fokus diberatkan kepada anggaran pendapatan belanja daerah saja, dan sebaiknyaa
eksekusi hukman cambuk tersebut tidak perlu dilaksanakan seseremonial
(semewah) yang sudah-sudah.
